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ABSTRAK

OBJEKTIFITAS PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN OLEH PELAKU DISABILITAS

Oleh
M. Barly Ramadhany

Setiap difabel yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun
pelaku harus mendapatkan pendampingan. Karena keterangan para penyandang
disabilitas harus tetap tersampaikan dengan baik dan jelas kepada para penegak
hukum. Kejahatan yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai pelaku
membutuhkan upaya ekstra baik dalam proses Penyidikan, Penuntutan maupun
Pengadilan. Aparat penegak hukum harus mampu menegakan nilai kebenaran
walaupun subyeknya memiliki kekurangan. Fokus utama ketika membicarakan
penyandang disabilitas dalam kaitannya dengan hukum, bukan pada aspek fisik
maupun mental mereka. Terkait dengan lembaga peradilan, baik polisi, jaksa atau
hakim, maka penyandang disabilitas harus diperlakukan sebagai orang yang setara
dengan manusia yang lain dan harus diupayakan sebisa mungkin agar hambatan
interaksinya ditiadakan. Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimana
mekanisme objektifitas penyidik dalam penanganan tindak pidana, dan bagaimana
penanganan tindak pidana pembunuhan oleh pelaku disabilitas oleh penyidik.
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yang membahas terkait studi
kasus, objektifitas penerapan peraturan perundangan. Penelitian ini menggunakan
pendekatan normatif dengan menginventarisir beberapa peraturan yaitu Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas serta Peraturan Kapolri yang berkenaan dengan
Manajemen Penyidikan.

Hasil penelitian dan pembahasan yang dapat dikonklusikan memaparkan bahwa:
Pertama, Memastikan bahwa penyandang disabilitas diakui sebagai pribadi yang
utuh dan memiliki hak atas pengakuan di hadapan hukum dan memiliki kapasitas
legal; Melakukan langkah-langkah untuk menyediakan akses yang dibutuhkan
oleh penyandang disabilitas dalam peradilan, Mengambil langkah yang efektif
untuk menjamin kesetaran hak penyandang disabilitas untuk memiliki dan
mewarisi harta kepemilikan, melakukan perbuatan hukum perdata, dan menjamin
harta tersebut tidak dirampas dengan sewenang-wenang. Kedua Penanganan
sebagaimana yang diupayakan selama perkara berlangsung dan diputus dengan
Putusan Pengadilan Nomor Nomor 317/Pid.B/2020/PN.Gns memperhatikan hal
mendasar berinteraksi dengan penyandang disabilitas antara lain cara sapa dan
bicara penyidik terhadap pelaku, fokus terhadap tindakannya bukan berkenaan
keterbatasan pelaku, Menyediakan fasilitas kemudahan pelakus disabilitas selama
diselidik hingga proses peradilan, tidak mengintimidasi.

Saran berdasarkan penelitian ini disampaikan untuk para aparat penegak hukum
dan instrument penyelenggara negara lain Meningkatkan koordinasi/belum
adanya kerjasama antara satuan kerja Polri di daerah dengan Pemda, OPD,



M. Barly Ramadhany

jejaring/organisasi disabilitas guna melakukan pendampingan ataupun kerjasama
terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada saat berhadapan dengan
hukum, Mengupayakan/mengalokasikan anggaran yang dialokasikan khusus
terkait pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Polri,
mendorong pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam
proses penyidikan serta mendorong agar Polri dapat membuat dan
mengembangkan standar pelayanan pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas
sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Huruf f Undang-Undang 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Kata Kunci : Disabilitas, Objektifitas, Tindak Pidana, Pembunuhan
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi secara tegas membenarkan bahwa Indonesia merupakan Negara yang
mengakui kesetaraan. Hal ini dijelaskan pada Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun
1945 yaitu “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
ada kecualinya”. Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa negara melihat warga
negaranya sebagai pemilik hak dan kewajiban yang proporsional. Dengan
demikian fungsi dari negara yang dijalankan oleh pemerintah dapat berjalan

sesuai dengan nilai-nilai Pancasila®.

Selain itu sebagai negara hukum yang diakui seluruh rakyatnya melalui Pasal 1
ayat 3 UUD 1945, dapat dipastikan bahwa Indonesia merupakan negara yang
berdasarkan hukum (rechstaat), tidak berdasar atas kekuasaan (machtstaat)?
.Negara hukum erat kaitannya dengan hak asasi manusia, sebab salah satu ciri dari
negara hukum adalah adanya jaminan atas hak asasi manusia.® Oleh karena itu,
negara hukum bertanggungjawab atas perlindungan hak asasi warganya.®
Bambang Waluyo berpendapat jika sebuah negara hukum setidaknya memenuhi

beberapa unsur.® Unsur pertama, merupakan pengakuan dan perlindungan hak-hak

! Ideologi Dalam Kehidupan Kenegaraan Dapat Diartikan Sebagai Suatu Konsensus
Mayoritas Warga Negara Tentang Nilai-Nilai Dasar Yang Ingin Diwujudkan Dengan Mendirikan
Negara, Dalam Hal Ini Sering Juga Disebut Philosofische Grondslg Atau Weltanschuung Yang
Merupakan Pikiran-Pikiran Terdalam, Hasrat Terdalam Warga Negaranya, Untuk Diatasnya
Didirikan Suatu Negara. Dikutip Dari Dra. Luh Suryatni, Msi, Pancasila Sebagai Ideologi Negara
Dan Hak Asasi Manusia Dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jurnal
llmiah Hukum Dirgantara — Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Volume 5 No.1, 2014, him.
1.

2 Haposan Siallagan Sosiohumaniora, Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia,
Volume 18 No. 2 Juli 2016, him. 131 — 137.

3 Bobi Aswandi, Kholis Roisah, Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam
Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM), Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program
Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Nomor 1, 2019

“Winarno, Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta, Bumi Aksara. 2013,
him.136.

> Bambang Waluyo, Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta,
Sinar Grafika, 1992, him. 3.



asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam politik, hukum, sosial,
ekonomi, dan kebudayaan.Unsur kedua, peradilan yang bebas dan tidak memihak
serta dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuasaan apapun juga. Dan unsur

yang terakhir yaitu legalitas dalam arti segala bentuknya.

Sedagkan jauh sebelum itu, Friedrich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum eropa
kontinental sudah terlebih dahulu memberikan ciri-ciri Rechstaat sebagai berikut:®

a. Hak asasi manusia;

b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia

yang biasa dikenal dengan trias politika;
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan;

Sebab Indonesia telah mengkristalisasi nilai kesetaraan di dalam norma tertinggi
negara, maka dapat dikatakan jika Indonesia merupakan negara hukum yang
menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).” Hukum dan HAM memiliki
relevansi yang sangat jelas dan tidak dapat terpisahkan.®Berbicara mengenai nilai
kesetaraan, tidak hanya berkaitan dengan warga negara yang sehat jasmani dan
rohani tanpa kekurangan apapun. Nilai kesetaraan juga berlaku bagi para
Penyandang Disabilitas. Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa Penyandang
Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual,
mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi
dengan lingkungan, dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi
secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Pasal tersebut menginterpretasikan bahwa sampai saat ini para Penyandang
Disabilitas masih mendapatkan tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi,

dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik.

®Ibid, him.142.

" Imas Sholihah, Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas
Pusat Penelitian Dan Pengembangan, Kejaksaan Agung RI, him.171.

8 Dikutip pada
https://www.kompasiana.com/farhah05049/5da4141e0d823072ec289062/hubungan-antara-
hukum-dan-ham pukul 19.02 WIB tgl. 26 Januari 2021


https://www.kompasiana.com/farhah05049/5da4141e0d823072ec289062/hubungan-antara-hukum-dan-ham%20pukul%2019.02
https://www.kompasiana.com/farhah05049/5da4141e0d823072ec289062/hubungan-antara-hukum-dan-ham%20pukul%2019.02

Berdasarkan keadaan yang demikian, maka kita cenderung menganggap kaum
disabilitas  selalu  menjadikorban  tindak  kejahatan, tetapi  pada
kenyataannyaterdapat penyandang disabilitas yang menjadi tersangka. Individu
penyandang disabilitas dengan status pelaku, meskipun memiliki jumlah yang
sedikit, namun persentasenya menunjukkan peningkatan. Pelaku tindak pidana
yang memiliki disabilitas intelektual misalnya, terdiri dari 2% - 3% dari populasi
umum, mereka juga mewakili 4% sampai 10% dari populasi penjara. Satu studi
menunjukkan pada jumlah penyandang disabilitas di penjara negara bagian dan
federal Amerika menemukan bahwa kurang dari 1% narapidana memiliki cacat
fisik/disabilitas fisik, sementara 4,2% memiliki keterbelakangan mental/disabilitas

intelektual .’

Terkait para penyandang disabilitas yang menjadi pelaku kejahatan, terdapat
sejumlah faktor sosial dan faktor ekonomi yang menyebabkan orang dengan
penyandang disabilitas intelektual untuk memiliki risiko yang lebih tinggi dari
keterlibatan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dapat menjadi masalah seperti
kurangnya kontaksosial yang positif, akses untuk mendapatkan pelayanan yang
memadai, selama sebelum, saat dan setelah penahanan; permasalahan uang/biaya,
dan lain sebagainya.?

Setiap difabel yang berhadapan dengan hukum baik sebagai Korban! maupun
pelaku harus mendapatkan pendampingan. Karena keterangan para penyandang
disabilitas harus tetap tersampaikan dengan baik dan jelas kepada para penegak
hukum. Kejahatan yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai pelaku
membutuhkan upaya ekstra baik dalam proses Penyidikan, Penuntutan maupun
Pengadilan. Aparat penegak hukum harus mampu menegakan nilai kebenaran
walaupun subyeknya memiliki kekurangan. Fokus utama ketika membicarakan
penyandang disabilitas dalam kaitannya dengan hukum, bukan pada aspek fisik
maupun mental mereka. Terkait dengan lembaga peradilan, baik polisi, jaksa atau

hakim, maka penyandang disabilitas harus diperlakukan sebagai orang yang setara

® Supriyadi Widodo Eddyono Dan Ajeng Gandini Kamilah, Aspek-Aspek Criminal Justice
Bagi Penyandang Disabilitas, ICJR, Jakarta, 2015, him. 10.

10 1bid, him. 10.

11 Diakses pada https://difabel.tempo.co/read/1233991/sebab-difabel-yang-berhadapan-
dengan-hukum-butuh-pendampingan/full&view=ok tanggal 26 Januari 2021 pukul 20.34 WIB


https://difabel.tempo.co/read/1233991/sebab-difabel-yang-berhadapan-dengan-hukum-butuh-pendampingan/full&view=ok
https://difabel.tempo.co/read/1233991/sebab-difabel-yang-berhadapan-dengan-hukum-butuh-pendampingan/full&view=ok

dengan manusia yang lain dan harus diupayakan sebisa mungkin agar hambatan

interaksinya ditiadakan.!?

Pada aspek penegakan hukum, penyandang disabilitas juga berhak atas proses
peradilan yang fair, sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 14 International
Covenant on Civil and Political Rights. Dimana pasal ini berisi jaminan
prosedural (procedural guarantee) agar peradilan berjalan dengan baik dan fair.
Beberapa kekhususan yang harus diperhatikan pada proses peradilan bagi
penyandang disabilitas adalah kebutuhan ketersediaan layanan peradilan yang
berbeda dengan orang kebanyakan. Ketersediaan layanan ini berkaitan dengan dua
hal, yaitu aksesibilitas fisik dan aksesibilitas prosedural.®

Kepolisian Republik Indonesia yang merupakan salah satu sub sistem dari sistem
peradilan pidanamempunyai wewenang untuk mengadakan penyelidikan dan
penyidikan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka (1) Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana yang selanjutnya di singkat dengan KUHAP, yang menyebutkan
bahwa Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang
untuk melakukan penyidikan.}* Dalam Pasal 1 angka (4) KUHAP mengatakan
Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Republik Indonesia.’® Kepolisian harus
mampu dan siap jika didapati kasus yang memiliki korban, saksi maupun pelaku

dalam keadaan disabilitas.

Dilihat dari kedua aturan tentang penyidik di atas dapat dikatakan bahwa institusi
kepolisian merupakan suatu lembaga yang diberi wewenang oleh Negara sebagai
pelaksana dalam proses penyelesaian tindak pidana terutama dalam proses
pemeriksaan awal oleh karena itulah polisi dikatakan sebagai garda terdepan

dalam pelayanan publik, keamanan dan pencegahan terhadap tindak pidana.

2 Diakses pada Http://Www.Ndrn.Org/Issues/Criminal-Justice.Html tanggal 26 Januari
2021, pukul 18.24

13 Kata Pengantar Oleh Suparman Marzuki, Proses Peradilan Harus Menjamin Aksesibilitas
Bagi Penyandang Disabilitas, Dalam Hari Kurniawan, DKk, Aksesibilitas Peradilan Bagi
Penyandang Disabilitas, Yogyakarta : Pusham Ull, 2105, him. XV.

14 R, Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP, Edisi Ke 5, Raja Grafido Persada,Jakarta,
him. 359.

B1bid, him.364.
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Tindak pidana yang dimaksud yakni semua tindakan yang mengandung unsur
pidana dan dapat di pertanggungjawabkan di depan hukum, salah satunya adalah

tindak pidana pembunuhan.

Pembunuhan merupakan perbuatan kriminal yang menyebabkan hilangnya nyawa
seseorang. Saat ini banyak terjadi pembunuhan di berbagai daerah Indonesia. Hal
ini selain dipengaruhi motif atau latar belakang dari sang pelaku,juga merupakan
gambaran merosotnya moral bangsa ini. Kemerosotan moral, himpitan ekonomi,
ketidaksabaran dan kebencian adalah beberapa faktor yang menyebabkan
terjadinya pembunuhan. Begitu mudahnya sesorang menghilangkan nyawa orang
lain ini patut diteliti penyebabnya. Kerasnya kehidupan dan rapuhnya pendidikan
agamamungkin juga menjadi faktor begitu mudahnya seseorang menghilangkan
nyawa orang lain.'®Selain itu pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang
berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya
mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti
perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat
dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan
sengaja merampas nyawa orang lain.!” Tidak terkecuali pembunuhan yang
dilakukan oleh penyandang disabilitas.

Pihak Kepolisian harus tetap memproses kasus pembunuhan yang dilakukan oleh
Penyandang Disabilitas dari tingkat penyidikan hingga berakhirnya proses
penyidikan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (2) KUHAP disebutkan bahwa
Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam Hal dan menurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna
menemukan tersangkanya. Pada tahap penyidikan inilah pemeriksaan ini
dilakukan, baik itu terhadap tersangka, saksi ataupun saksi korban. Dalam
melakukan tugasnya, penyidik juga dibantu oleh beberapa penyidik pembantu.
Menurut Pasal 1 butir 13 dan Pasal 10 KUHAP, penyidik pembantu yaitu pejabat

kepolisian Negara Republik Indonesia diberi wewenang tertentu dapat melakukan

18 W.A. Gerungan, Psikologisosial, Aditama, Bandung, 2004, him.1.
17 Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1992, him. 129.



tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Lain halnya dengan
pemeriksaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas). Mengenai pemeriksaan
yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas diterangkan pada Pasal 29 sampai
Pasal 31 UU Penyandang Disabilitas yang secara garis besar menerangkan bahwa
korban atau saksi korban penyandang disabilitas pada saat akan menjalankan

tahap pemeriksaan oleh penyidik kepolisian di berikan kekhususan yakni:

a. Dalam hal mendapatkan bantuan hukum yang wajib disedikan oleh

pemerintah atau pemerintah daerah

b. Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas harus
ada keterangan yang berisi pertimbangan dan syarat dari dokter, psikolog,

atau psikiater

c. Wajib member izin untuk orang tua, keluarga, pendamping atau
penerjemah pada saat pemeriksaan dilakukan.

Beragam hambatan dapat menghalangi partisipasi para penyandang disabilitas
dalam konteks pertanggungjawaban pidana.Dengan adanya kebutuhan khusus
bukan berarti penyandang disabilitas dengan ragam tertentu menjadi kebal hukum
atau tak memiliki kemampuan bertanggungjawab dalam melakukan perbuatan
hukum, termasuk bahkan melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan Pasal 9
huruf b UU Penyandang Disabilitas, dikemukakan bahwa penyandang disabilitas
diakui sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan
kewajiban.Konsekuensinya, penyandang disabilitas dapat menuntut atau dapat
dituntut seperti subjek hukum lain di muka pengadilan.!®

Sebagai pelaku tindak pidana dengan berbagai hambatan yang dapat
mengahalangi partisipasinya bukan berarti Penyandang Disabilitas tidak dapat
dituntut dalam hal melakukan suatu tindak pidana. Masalahnya adalah apakah
disabilitas pelaku dapat digunakan sebagai alasan pemaaf atas perbuatan pidana

yang mereka lakukan. Penanganan perkara yang melibatkan penyandang

18 Aspek-Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas, ICJR, Jakarta, him. 1.



disabilitas juga harus dijadikan sasaran perlindungan selama penyandang

disabilitas berkonflik dengan hukum.'® Negara harus berupaya melindungi hak

asasi manusia para Penyandang Disabilitas tersebut. Sebab Dalam Pasal 12 United
Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN CRPD) atau

Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana telah

diratifikasi melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi

Meng

1)

2)

3)

enai Hak-Hak Penyandang Disabilitas:?°

Negara-Negara Pihak menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas
memiliki hak untuk diakui dimana pun berada sebagai seorang manusia di

muka hukum;

Negara-Negara Pihak wajib mengakui bahwa penyandang disabilitas
memiliki kapasitas hukum atas dasar kesamaan dengan orang lain dalam

semua aspek kehidupan;

Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah yang tepat untuk
menyediakan akses bagi penyandang disabilitas terhadap bantuan yang

mungkin mereka perlukan dalam melaksanakan kapasitas hukum mereka.

Dalam Pasal 13 UNCRPD juga ditegaskan tentang akses terhadap keadilan bagi

penyandang disabilitas. Sebagai berikut:

1)

Negara-Negara Pihak wajib menjamin secara efektif akses penyandang
disabilitas pada keadilan didasarkan atas kesamaan dengan yang lain,
termasuk melalui pengakomodasian pengaturan yang berkaitan dengan
prosedur dan kesesuaian usia, dalam rangka memfasilitasi peran efektif
penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak
langsung, terimasuk sebagai Saksi, dalam semua persidangan, termasuk

dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya.

Dalam

19 Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum:
Lingkup Pengadilan, him 26.
2L oc Cit.



2) Dalam rangka menolong terjaminnya akses efektif terhadap keadilan bagi
penyandang disabilitas, Negara-Negara Pihak wajib meningkatkan
pelatihan yang tepat bagi mereka yang bekerja di bidang penyelenggaraan

hukum, termasuk polisi dan sipir penjara

Kedua pasal tersebut secara jelas menjamin kedudukan penyandang disabilitas
sebagai subjek hukum yang setara dengan yang lainnya di semua aspek
kehidupan.  Indonesia mengadopsi ketentuan konvensi tersebut ke dalam
peraturan perundangan nasional Indonesia, yaitu pada ketentuan Pasal 9 butir b
UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dimana penyandang
disabilitas diakui sebagai subjek hukum yang setara dengan orang lain dalam

melakukan tindakan hukum.?

Pada dasarnya pelaku tindak pidana menurut sistem hukum Indonesia dapat
dipidana apabila tindak pidana yang dilakukan memenuhi unsur-unsur delik yang
telah ditentukan dalam undang-undang. Namun apabila dilihat dari sudut
kemampuan bertanggungjawab, hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab

saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.?

Hukum acara pidana Indonesia (KUHAP) hingga saat ini masih belum
memperhatikan karakteristik difabel, sehingga hal ini berpotensi difabel kerap kali
mendapat perlakuan diskriminatif di dalam sistem hukum acara pidana
Indonesia.?* Oleh karena itu para penegak hukum harus memperhatikan aturan
lain sehingga perlu ditegaskan bahwa disabilitas mempunyai kedudukan yang
setara di hadapan hukum dan memiliki hak atas akses yangsama terhadap
peradilan. Pasal 35 UU Penyandang disabilitas menyebutkan bahwa: “Proses
peradilan Pidana bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan

ketentuanhukumacara pidana”?°. Oleh karena itu dalam keadaan pelaku kejahatan

Zbid, hlm. 26

2|bid, hlm 27

23 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta 2002 him. 164.

24 Dikutip pada https://www.hukumonline.com/berita/baca/It59ddeOc8ac758/aksesibilitas-
difabel-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia-oleh--dio-ashar-wicaksana/ tanggal 26 Januari
2020, Pukul 23.05 WIB

% Aah Laelatul Barkah, Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai
Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin
Sunan Gunung Djati Bandung ‘Adliya Vol. 12, No. 2, 2018.
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pembunuhan dikategorikan sebagai penyandang disabilitas maka para penegak
hukum harus melihat terlebih dahulu apakah, keterbatasan pelaku tersebut dapat
dijadikan alasan tertentu sebagai upaya menerapkan hukuman yang seadil-adilnya.
Kemampuan negara melalui alat-alatnya dalam melakukan penegakan hukum
terhadap pelaku yang merupakan penyandang disabilias namun tetap menjunjung
Hak Asasi Manusia pelaku disamping menegak merupakan sebuah keberhasilan
dari sebuah negara hukum Hal inilah yang akan dikaji dalam tulisan ini oleh
penulis, sehingga penulis dapat mengetahui Objektifitas Penyidik dalam
Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Pelaku Disabilitas.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis maka rumusan

masalah pada penulisan ini antara lain:

a. Bagaimanakah mekanisme objektifitas penyidik dalam penanganan tindak

pidana?

b. Bagaimanakah penanganan tindak pidana pembunuhan oleh pelaku

disabilitas oleh penyidik?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penulisan ini membahas hukum hukum pidana berkenaan dengan
proses penanganan perkara diperadilan berdasarkan hukum pidana (materiil) dan
ketentuan hukum acara pidana (formil). Penelitian ini secara Kklasifikasi
menganalisa bagaimana objektifitas penyidik dalam menetapkan seseorang pelaku
disabilitas dalam perkara pembunuhan hingga akhirnya diputus oleh pengadilan.

Isu hukum yang diangkat dalam materi pembahasan mengarah pada standar
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tertentu/khusus bagi pelaku tindak pidana disabilitas bisa ditetapkan sebagai
tersangka, terdakwa, terpidana. Perlu diperhatikan pula secara kronologis yang
terjadi di lapangan bahwa terdapat pula kesulitan dan hambatan dalam
penanganan selama perkara dimulai dari penyidikan hingga memasuki ranah
pengadilan. Selain itu dalam pembahasan didukung dengan metode yang
tersistematis serta dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berkesinambungan.
Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2021 sebagaimana lingkup wilayah tugas

penulis di Kepolisian Daerah Provinsi Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

a. Menganalisis serta menjabarkan penyidik kepolisian menganalisa perkara
tidak pidana pembunuhan dan menetapkan pelakunya yang mengalami
disabilitas menjadi seorang tersangka dan menjalankan sidang di pengadilan

secara objektif.

b. Memperoleh pertimbangan analisa hukum yang kongkrit baik secara teori
dan peristiwa yang terjadi di lapangan tentang penanganan tindak pidana

pembubuhan oleh pelaku disabilitas.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari dilakukannya penelitian ini antara lain:
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Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna sebagai pengembangan kompetensi
penulis dalam mengkaji Hukum pidana dan peran penulis sebagai aparat penegak
hukum Polri, dan bahan acuan bagi kajian/penulisan artikel ilmiah ataupun topik

yang berkenaan dengan hukum pidana, dan pengembangannya.

Secara Praktis:

a. Menjabarkan dan menginventarisir penanganan perkara oleh penyidik

kepolisian terhadap tindak pidana pembunuhan.

b. Diharapkan bisa menjadi bahan rujukan mahasiswa, civitas akademika,
maupun praktisi terkait dalam pengembangan keilmuan hukum pidana
berkenaan dengan topik pelaku tindak pidana disabilitas dan perkara

hukum pidana lainnya.

c. Sebagai upaya perwujudan bidang keilmuan interdisipliener,

multidisipliner dan wujud nyata nilai Tridharma Perguruan Tinggi.

D. Kerangka Pemikiran

1. Konseptual

a. Pemidanaan

Secara garis besar ada dua pengertian tentang hukum pidana, yang disebut ius
poenale dan ius puniendi. lus poenale merupakan pengertian hukum pidana yang
objektif. Hukum Pidana dalam pengertian ini menurut Mezger adalah, ”Aturan-
aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenubhi

syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Dari definisi ini terlihat
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bahwa hukum pidana berpokok pada 2 hal, yaitu: Perbuatan yang memenuhi
syarat tertentu dan pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu mengandung
dua hal: “perbuatan jahat (perbuatan yang dilarang)” dan “orang yang melakukan

perbuatan tersebut” 28

Sementara itu Hazewinkel-Suringa memberikan pengertian yang lebih luas,

dikatakannya hukum pidana tersebut meliputi:

a. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya telah ditentukan ancaman
sanksi terlebih dahulu telah ditetapkan oleh lembaga negara yang

berwenang.

b. Aturan-aturan yang menentukan bagaimana atau dengan alat apa negara
dapat memberikan reaksi pada mereka yang melanggar aturan-aturan

tersebut,

c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-

peraturan tersebut pada waktu tertentu dan di wilayah negara tertentu.?’

Hukum pidana di Indonesia masih menggunanakan secara resmi “Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana. Sebelum dikemukakan pengertian hukum acara
pidana, maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian hukum acara, sebagaimana
dikemukakan oleh R. Soeroso, bahwa “Hukum acara adalah kumpulan ketentuan-
ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran

dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum

26 Safitri Wikan Nawang Sari, Hukum Pidana Dasar, Lakeisha, Jawa Tengah 2020 him. 1.
27 Andi Zaenal Abidin, Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama, Bandung, 1987,
Alumni, him. 1.
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materiil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang
mengabdi kepada hukum materiil”.?®Demikian pula menurut Moelyatno dengan
memberikan batasan tentang pengertian hukum formil (hukum acara) adalah
“hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materiel (hukum pidana),
dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata

cara melaksanakan/ mempertahankan hukum pidana materiel.”?

Ada dua macam Kkepentingan yang menuntut kepada alat negara dalam

pelaksanaan hukum acara pidana, yaitu:

1) Kepentingan umum, bahwa seorang yang melanggar suatu peraturan
hukum pidana harus mendapatkan pidana yang setimpal dengan

kesalahannya untuk mempertahan-kan keamanan umum, dan

2) Kepentingan orang yang dituntut, bahwasanya orang yang dituntut perkara
itu harus diperlakukan secara jujur dan adil, artinya harus dijaga jangan
sampai orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana, atau apabila ia memang
bersalah, jangan sampai ia memperoleh pidana yang terlampau berat, tidak

seimbang dengan kesalahannya.

R. Soesilo juga mengemukakan bahwa pengertian hukum acara pidana atau
hukum pidana formal adalah “Kumpulan peraturan-peraturan hukum yang

memuat ketentuan-ketentuan mengatur soal-soal sebagai berikut:*°

28 Moelyatno, Hukum Acara Pidana, Bagian Pertama, Seksi Kepidanaan, Fakultas Hukum
Ugm, Yogyakarta, him. 1.

L oc Cit

30 R. Soesilo, Hukum Acara Pidana. (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut
Kuhap Bagi Penegak Hukum, Politeia, Bogor, 1982, him. 3
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a. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan,
bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari

kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan.

b. Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan
cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang
yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap,

menahan dan memeriksa orang itu.

c. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa,
menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang

itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka.

d. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa

oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana, dan

e. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu
harus dilaksanakan dan sebagainya, atau dengan singkat dapat dikatakan:
yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau
menyelenggarakan hukum pidana material, sehingga memperoleh
keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus

dilaksanakan.”

Pada uraian di atas telah dijelaskan, bahwa hukum pidana itu dibagi atas dua
macam, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formal. Fungsi hukum
pidana material atau hukum pidana adalah menentukan perbuatan-perbuatan apa

yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana dan pidana apa yang dapat
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dijatuhkan, sedangkan fungsi hukum pidana formal atau hukum acara pidana
adalah melaksanakan hukum pidana material, artinya memberikan peraturan cara
bagaimana negara dengan mempergunakan alat-alatnya dapat mewujudkan

wewenangnya untuk mempidana atau membebaskan pidana.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, dapatlah dijabarkan, bahwa tiga fungsi pokok

hukum acara pidana, yaitu:

1) Mencari dan Menemukan Kebenaran.

2) Pegambilan putusan oleh hakim.

3) Pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun
1981 tidak menyebutkan secara tegas dan jelas tentang pengertian atau definisi
hukum acara pidana itu, namun hanya dijelaskan dalam beberapa bagian dari
hukum acara pidana yaitu antara lain pengertian penyelidikan dan penyidikan,
penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum,

penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan dan lain sebagainya.3!

KUHAP memiliki lima tujuan sebagai berikut:

1) Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa).

2) Perlindungan kepentingan hukum dan pemerintahan.

3) Kaodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana.

31 3 Lihat Pasal 1 Kuhap
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4) Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum.

5) Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945

Prinsip proses hukum yang adil tidak hanya sekedar untuk melindungi sebagai
suatu keadaan yang hendak diwujudkan dalam pelaksanaan hukum pidana, untuk
menciptakan kondisi lingkungan sosial yang kondusif dalam pencapaian tujuan

pemidanaan.

b. Pembunuhan

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji,
hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan
perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak
dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik,
ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan

dan keamanan negara.>?

Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa
orang Yyang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal
dunia.®*Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum
Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa
(misdrijven tegen het leven) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang

lain.

32 Indah Sri Utari, Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi, Thafa Media, Yogyakarta, 2012,
him. 23.
33 Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, him. 24.
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Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan,
menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh
artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara

membunuh, perbuatan atau hal membunuh.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa
saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuhan dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan
dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan
terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku Il Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah

pembunuhan (doodslage), yaitu menghilangkan jiwa seseorang.®*

Hukum romawi menentukan, apabila pelaku pembunuhan itu seorang bangsawan
atau pejabat, ia bisa dibebaskan dari hukuman mati dan sebagai pengantinya ia
dikenakan hukuman pengasingan, kalau pelakunya kelas menengah maka ia
dikenakan hukuman mati dengan jalan potong leher (dipancung). Sedangkan
untuk kelas rakyat jelata, ia disalib, kemudian hukuman itu diubah menjadi di adu

dengan binatang buas, kemudian diubah lagi dengan jalan gantung.

Menurut Ramianto yang dikutip dari Anwar dalam bukunya Hukum Pidana
Bagian Khusus (KUHP, Buku Il), pembunuhan (doodslage), yaitu menghilang
jiwa seseorang. Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa
seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh

anggota badan di sebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakan

34 Dikutip pada http : //kbbi.web.id, tanggal 26 Januari, pukul 21.30 wib
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tubuh.® Dari pengertian tersebut pembunuhan merupakan tindak pidana yang
terdiri dari beberapa jenis, dan di dalam KUHP pembunuhan terdapat beberapa
pasal yang mengatur mengenai pembunuhan. Di dalam KUHP yang berlaku di
indonesia pada buku Il bab XIX di atur mengenai tindak pidana pembunuhan,
yang di tepatkan oleh pembentuk undang-undang mulai dari pasal 338 KUHP

sampai dengan pasal 350 KUHP.

Adapun tindak pidana pembunuhan yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai

berikut:3®

a) Pembunuhan biasa (Pasal 338), yang menentukan :

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam

karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.

b) Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339), yang menentukan :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak
pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau
mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri
maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk
memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan
hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

¢) Pembunuhan berencana (Pasal 340), yang menentukan :

3 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, Pustaka Setia, Bandung, 2010, him. 113.
% Penghimpun Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan
Perdata (KUHP, KUHAP dan KUHPdt), Visimedia, Jakarta, 2008, him. 82-84.



d)

f)

19

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu
merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana,
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341), yang menentukan :

“Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa dia melahirkan anak
dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu
dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak

sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342), yang menentukan :

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena
takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan
nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian,
diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana,

dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344), yang

menentukan:

“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh-
sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling

lama dua belas tahun”.
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Membujuk/membantu agar orang bunuh diri (Pasal 345), yang

menentukan :

“Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri,
menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk
itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang

itu jadi bunuh diri”.

Pengguguran kandungan atas izin ibunya (Pasal 346), yang menentukan :

“Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan
kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan

pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (Pasal 347), yang

menentukan:

1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan
kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam

dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun

2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam

dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung (Pasal

348), yang menentukan :



21

1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan
kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam

dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan

2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam

dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

k) Dokter / bidan / tukang obat yang membantu pengguguran/matinya

kandungan (Pasal 349), yang menentukan :

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan
tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan
salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka
pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan
sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya

dalam mana kejahatan itu dilakukan”.

c. Disabilitas

Undang-Undang Disabilitas mengartikan Penyandang Disabilitas sebagai setiap
orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik
dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat
mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif
dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pengertian disabilitas
selanjutnya dirumuskan ulang sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik,
mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam

berinteraksi dengan lingkungan dapat menemui hambatan yang menyulitkan
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untuk berpartisipasi penuh dan efektif. Penekanan makna disabilitas dalam konsep
ini adalah adanya gangguan fungsi yang berlangsung lama dan menyebabkan

terbatasnya partisipasi di masyarakat®’

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Convention On The Rights Of
Persons With Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
Ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia pada tanggal 10 November 2011
Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2011 menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen
dan bersungguh-sungguh dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak
penyandang disabilitas. Sehingga penyandang disabilitas bebas dari penyiksaan,
perlakuaan yang semena-mena, tidak manusiawi, diskriminatif, eksploitasi, serta
berhak atas perlindungan hukum apabila penyandang disabilitas berhadapan

dengan hukum.

Ketentuan dalam Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam
bidang hukum, tertuang dalam Pasal 13 yang mengatur tentang akses terhadap
keadilan. Ketentuan ini mengharuskan Indonesia melakukan pengaturan yang
memberikan akses yang baik bagi penyandang disabilitas saat berhadapan dengan
hukum, serta meningkatkan kompetensi terhadap penegak hukum dan petugas
lembaga pemasyarakatan. Pasal 15 Konvensi mengatur penyandang disabilitas
harus dapat dicegah dari perlakukan penyiksaan dan pengenaan hukuman yang
kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Maka pengaturan

terhadap model penegakan hukum dan penghukuman terhadap anak penyendang

37 Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Trisno Raharjo & Laras Astutl, Bps.Go.ld Diakses Pada 26
Januari 2021 PUKUL 19.23 WIB
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disabilitas seperti dalam pendekatan keadilan restoratif menjadi relevan dilakukan
dalam perundang-undangan di Indonesia. Berikut perkembangan istilah

Penyandang Disabilitas di Indonesia:®

1) (ber) cacat
2) Orang-orang yang dalam keadaan kekurangan jasmani atau rokhaninya

3) Orang vyang terganggu atau kehilangan kemampuan untuk

mempertahankan hidupnya
4) Tuna
5) Penderita cacat
6) Penyandang kelainan
7) Anak berkebutuhan khusus (anak luar biasa)
8) Penyandang cacat
9) Difabel —akronim dari Differnty abled people, difabled

10) Penyandang Disabilitas

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas, maka Pemerintah Indonesia telah menetapkan pengertian resmi
tentang siapa yang dimaksud Penyandang Disabilitas di Indonesia dan
pengkategoriannya. Peraturan formal tersebut menjadi acuan dan dasar
pemahaman bagi seluruh pihak terkait dan masyarakat Indonesia tentang

pengertian atau definisi dan kategori penyandang disabilitas di Indonesia.

% Dini Widinarsih, Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan
Definisi, Jurnal 1lmu Kesejahteraan Sosial, 2019m hlm. 129-137.
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Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

Disabilitas mendefiniskan penyandang disabilitas sebagai:

a)

b)

d)

Penyandang Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain
amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat

stroke, akibat kusta dan orang kecil.

Penyandang Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir
karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar,

disabilitas grahita dan down syndrom.

Penyandang Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi

dan perilaku, antara lain:

(1) Psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas dan

gangguan kepribadian; dan

(2) Disabilitas perkembangan yang berperngaruh pada kemampuan

interaksi sosial diantaranya autis dan hiperaktif

Penyandang Disabilitas sensorik adalah terganggungya salah satu fungsi
dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau

disabilitas wicara.
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2. Kerangka Teori

a. Teori Objektifitas Hukum

Imu pengetahuan, kata Hans, harus menjabarkan tujuannya sebagaimana adanya,
bukan menyarankan bagaimana objek itu seharusnya atau tidak seharusnya dari
sudut pandang beberapa pertimbangan nilai tertentu. Namun Hans memberi
catatan, bahwa kemurnian hukum yang dimaksud juga tidak sebagaimana
dimengerti dalam ilmu alam atau sains. Katanya, "Jika dianggap perlu untuk
memisahkan ilmu hukum dari ilmu politik, maka tidak kalah perlunya untuk

memisahkan ilmu hukum dari ilmu alam."%?

Dalam kehidupan dan peradaban yang modern, hukum bahkan jauh mengungguli
bentuk-benuk manifestasi tatanan kehidupan sosial yang lain. Oleh karena,
ketajaman dan kejelasannya serta kemampuannya untuk memaksa dipatuhi,
makahukum merupakan bentuk tatanan masyarakat par excelence. Disebabkan
bentuknya yang sangat tajam dan penetratif, maka dunia terbelah menjadi dua
secara tajam, yakni dunia hukum dan dunia sosial.*® Pemahaman hukum yang
mendominasi pelajaran dan praktik penegakan hukum merupakan pengaruh aliran
positifisme hukum. Sebagaimana apa yang disajikan pendidikan hukum, hukum
kemudian tercipta dalam definisinya yang hampir seragam. Kaum intelektual di

bidang hukum kemudian diyakinkan bahwa hakekat hukum adalah peraturan itu

Dikutip pada
https://money.kompas.com/read/2009/11/20/10070475/jalan.kemurnian.menemukan.objektivitas.h
ukum?page=all Tanggal 27 Januari 2021, Pukul 19.32 WIB

40 Aditya Yuli Sulistyawan, Mempersoalkan Objektivitas Hukum: Suatu Perbincangan
Filsafat, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2012, him. 508.


https://money.kompas.com/read/2009/11/20/10070475/jalan.kemurnian.menemukan.objektivitas.hukum?page=all
https://money.kompas.com/read/2009/11/20/10070475/jalan.kemurnian.menemukan.objektivitas.hukum?page=all
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sendiri, berikut sifatnya yang objektif. Hal ini kemudian menjadi keyakinan

ontologis para praktisi hukum dalam melihat ralitas yang bernama hukum.*!

Objektivitas merupakan sifat yang diusung oleh hukum sebagaimana diyakini
dalam aliran positivisme hukum. Barangkali dari upaya ‘memastikan’ ilmu sosial
(termasuk juga di dalamnya adalah ilmu hukum) sebagaimana ilmu eksakta,
positivisme lahir sebagai jawaban untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi
pada masa itu. Dalam bentuk yang lebih sederhana, objektivitas adalah
kemampuan untuk menilai adil. Sedangkan KBBi mengartikan objektivitas
sebagai sikap jujur, tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau
golongan dalam mengambil putusan atau tindakan.* Konsep hukum yang
dialirkan oleh positivisme hukum menampilkan sosok hukum yang sedemikian
rupa objektif, tersedia dalam pemaknaan yang disampaikan oleh tulisan-tulisan

peraturan sebagai objek yang independen.

b. Manajemen Penyidikan oleh Polri

Mengingat sangat strategisnya tahap penyidikan dalam proses peradilan pidana
maka Polri mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana,
adapun tujuan dan aturan pokoknya adalah peraturan ini memberikan gambaran
umum terhadap proses penanganan perkara, manajemen penanganan perkara,
peran atasan penyidik serta mekanisme pengendalian perkara. Tidak boleh

melupakan prinsip-prinsip dari peraturan yaitu legalitas, profesional, proporsional,

“1bid, him. 506.
42 Dikutip di https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/objektivitas pada 27 Januari 2021, pukul
20.38 WIB


https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/objektivitas%20pada%2027%20Januari%202021
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prosedural, transparan, akuntabel, serta efektif dan efisien. Manajemen penyidikan
tindak pidana menjadi sangat penting karena sumber daya yang terbatas, seperti
personel, waktu, materi, dan dana harus dimobilisasikan secara terencana,
terorganisir dan terkendali sehingga penyidikan yang efektif dan efisien terwujud
dan pada akhirnya mewujudkan tujuan Polri kedepan, akan ada standar operasi
prosedur untuk setiap tahapan penyidikan yang akan diterapkan di seluruh jajaran
polri.6Manajemen penyidikan diharapkan akan memberikan banyak kebaikan dan
manfaat jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, berintegritas dan komitmen

untuk memperbaiki serta menyempurnakan pelaksaan tugas penyidikan .

Salah satu sorotan masyarakat pada tugas Polisi adalah tentang pengungkapan
kejahatan yang dilakukan oleh penyidik dari reserse kriminal mulai dari tingkat
Mabes Polri sampai dengan tingkat Polsek di kewilayahan. Berpijak dari tugas
Polri sebagai aparat penegak hukum, di tubuh Polri melekat fungsi penyidikan.
Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian opsporing
(belanda) dan insvestigation ( inggris ) atau penyisatan atau siasat ( malaysia ).
Opsporing berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu
ditunjukan oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun

mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa terjadi suatu pelanggaran hukum

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan
yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana
dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah
penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan

penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan
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suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan
pada penyidikan titikberat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta
mengumpulkan bukti. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang

ditemukan dan juga menentukan pelakunya

Kapasitas hukum dalam hal penyidikan mengarah pada dua hal. Pertama, daya
tampung hukum untuk mengatur berbagai perilaku manusia, sekaligus mengatur
pemberian sanksi dan/atau ganjaran melalui mekanisme yang yang diakui secara
hukum dan dapat dijalankan oleh lembaga-lembaga hukum. Kedua, kemampuan
aparat penegak hukum sendiri dalam memanfaatkan berbagai aturan dan

kewenangan yang ada guna mengatur berbagai perilaku manusia.

3. Bagan Alur Pikir

Tindak Pidana Pembunuhan

v

Pelaku Kejahatan Disabilitas

A4

Penyidik Kepolisian
dalam Menegakan Hukum

\ 4

Pemenuhan Unsur Pidana

Objektifitas Penyidik Penanganan Tindak Pidana
dalam Penanganan Tindak Pidana Pelaku Disabilitas
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Tindak pidana pembunuhan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam penelitian
ini dibahas berkenaan tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP.
Namun yang menjadi fokus pembahasan tindak pidana tersebut adalah pelaku
yang merupakan orang berkebutuhan khsuus (disabilitas) yang mengalami
kesulitan berbicara/berkomunikasi dan perlu pendampingan hanya dari keluarga
terdekatnya. Penyidik dalam menangani perkara ini menyelidiki seadil mungkin
baik dari penyidikan pertama hingga proses dalam persidangan hingga pelaku
diputus bersalah oleh hakim Pengadilan Negeri. Pemenuhan unsur pidana pun
dilakukan dengan hati-hato sesuai manajemen penyidikan dari ketentuan hukum
yang berlaku, dan pelaku diperlakukan sebaik mungkin dikarenakan
pendampingan komunikasi hanya bisa dilakukan oleh phak keluarga terdekat,
bukan dari SDM penyidik yang biasa mendampingi pelaku kejahatan difabel. Isu
yang dikongkritkan dalam penelitian ini terkait membahas objektifitas penyidik
dalam penanganan tindak pidana, dan proses penjatuhan hukuman pidana

terhadap pelaku disabilitas.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, research, yang berasal dari
kata re (kembali) dan to search (mencari). Pendeknya research diartikan sebagai
upaya mencari kembali. Oleh karena itu penelitian pada dasarnya merupakan
“suatu upaya pencarian”, yaitu suatu upaya pencarian pengetahuan yang tepat atau
benar.**Penelitian yang khusus dilakukan dalam konteks ilmu hukum adalah

untuk mengetahui mengenai proses hukum, peristiwa hukum dan ketentuan

43 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, him. 1.
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peraturan hukum itu sendiri. Selain itu, juga untuk mengetahui subtansi maupun

prosedur hukumnya.**

Metode penelitian adalah cara menangani secara teratur / sistematis bentuk
peraturan hukum pidana, status pelaksanaannya selama ini, dan komponen
ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dilihat dalam studi kasus yang dianalisis
yaitu tindak pidana pembunuhan yang lebih spesifik oleh pelaku disabilitas.
Dengan menganalisis kegiatan teoritis dan praktek KUHAP, maka dijelaskan
proses metode ini agar dapat lebih memahami permasalahan hukum yang disusun

sebagai tujuan ilmiah penelitian.

Prosedur dan teknologi yang digunakan adalah pengolahan data yang merupakan
fakta yang disesuaikan dengan prinsip dan aturan peraturan perundang-undangan
nasional.Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan
ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang
bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan

cara menganalisisnya.*

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, artinya permasalahan yang ada
diteliti berdasarkan peraturan perundang - undangan yang ada.** Pendekatan

normatif ini dirangkum dengan penambahan data lainnya sebagai pendukung.

4 Sabian Utsman, Metodologi Penelitian Hukum Progresif,Yogyakarta,Pustaka Pelajar,
2014, him. 1.

4 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, him.1.

4 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung: Pt Citra Aditya Bakti,
2004, him. 17.
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Pendekatan tersebut mengimplementasikan ketentuan hukum yang ada dengan

peristiwa hukum yang terjadi dalam mendukung penelitian utama.*’

Adapun teknik analisis pada penelitian ini, yaitu dengan pengolahan bahan hukum
yang terkumpul diperoleh dari penelitian pustaka kemudian dianalisis, bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didapat diteliti kelengkapannya
dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis
serta konsisten sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis dengan
menggunakan teknik deskripsi yaitu dengan memaparkan hasil penelitian dengan
tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematik

terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yang terdiri dari
bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini
bahan hukum primer yang digunakan antara lain:Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Peraturan

Kapolri yang berkenaan dengan Manajemen Penyidikan.

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan
dokumen yang tidak resmi.Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang
membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi,

tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum. Publikasi

47Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta,2006,
him. 14.
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tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau
bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar

dan lain sebagainya*®

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan diolah dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan berbagai
ketentuan perundang-undangan, dokumentasi, mengumpulkan literatur jurnal,
makalah, artikel, serta mengakses internet berkaitan dengan permasalahan dalam

lingkup hukum pidana.

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang
digolongkan sebagai data sekunder, yaitu data-data yang ada dalam keadaan siap
terbuat, bentuknya dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu, dan dapat
diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat*® Untuk data sekunder (data
kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen yaitu dengan cara
mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap
bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarusasi, klasifikasi, serta memilih
secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori
berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para

ahli yang berhungan erat dengan penelitian.

48 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, him. 54.
49 Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Op Cit., him. 37.
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4. Pengolahan Data

Selanjutnya pengolahan data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis
permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dalam penulisan tesis ini dilakukan

dengan cara :

a) Inventarisasi data dengan melakukan pengumpulan data sesuai dengan

permasalahan dalam penelitian.

b) Pemeriksaan data yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah
cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan

masalah.

c) Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika

bahasan berdasarkan urutan masalah.

d) Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan,

logis sehingga mudah dipahami dan di interpretasikan.

e) Interpretasi data dengan menganalisis data secara teoritis

5. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis deskriptif kualitatif
secara deduktif induktif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk
kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga

memudahkan interpretasi data dan analisis.
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F. Sistematika Penulisan

Tahapan penyusunan penelitian tesis ini berdasarkan panduan penulisan karya
ilmiah yang ditentukan, akan ditata sistematikanya sebagai berikut:
BAB | Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
D. Kerangka Pemikiran
E. Metode Penelitian
BAB Il Tinjauan Pustaka
(Memuat teori/kajian kepustakaan terkait materi yang dibahas)
BAB Il Hasil dan Pembahasan
(Memuat jawaban kongkrit terkait isu hukum/permasalahan yang diteliti)
BAB IV Penutup
A. Kesimpulan
B. Saran
Daftar Pustaka (Rujukan Penulis yang terdiri dari Literatur yang rel

Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal/Artikel IImiah, Referensi Internet).



Il. TINJAUAN PUSTAKA

A. Objektifitas dalam Konsep ilmu Hukum

1. Pengertian Objektifitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, objektivitas adalah sikap jujur, tidak
dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil
putusan atau tindakan; keobjektifan. Pengertian objektivitas menurut Lawrence B.
Swyer, Mortimer A. Dittenhofer dan James H. Scheiner yang diterjemahkan oleh
Desi Anhariani objektivitas adalah suatu hal yang langka dan hendaknya tidak

dikompromikan.

Asas-asas umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi®®, asas objektivitas adalah
untuk tercapainya putusan yang adil, maka hakim atau panitera wajib
mengundurkan diri, apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda
sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun telah bercerai

dengan para pihak.

Memahami asas hukum, perlu dibedakan asas hukum yng objektif dan asas
hukum yang subjektif. Asas hukum objektif°! adalah prinsip-prinsip yang menjadi
dasar bagi pembentukan hukum. Asas hukum hukum objektif ini dibedakan atas

asas hukum yang bersifat moral dan asas hukum yang bersifat rasional. Sementara

%0 http://e-journal.uajy.ac.id/8876/3/2MIH02166.pdf him.27
51 Sudikno Mertokusumo, dalam Fence M. Wantu, 2014, Hukum Acara Peradilan Tata
Usaha Negara, Gorontalo, UNG Press, him.42



36

asas hukum subjektif adalah prinsip-prinsip yang menyatakan kedudukan subjek
hukum dalam hubungannya dengan hukum. Asas hukum subjektif ini ada yang
bersifat moral ataupun bersifat rasional, yaitu hak-hak yang ada pada manusia dan
menjadi titik tolak pembentukan hukum. Pada asas hukum yang subjektif ini,

perkembangan hukum tampak atau terlihat.

Di dalam lalu lintas hukum sering terjadi hubungan hukum, baik secara sendiri-
sendiri maupun secara kelompok. Dalam hubungan ini ada obyek hukum. Obyek
hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum (manusia atau
badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok suatu perhubungan hukum, karena
sesuatu itu dapat dikuasai oleh subyek hukum. Demikian pula E. Utrecht
menegaskan bahwa: yang dimaksud dengan obyek hukum dalam suatu hubungan
hukum menurut hukum pidana ialah Hukuman (pidana) yang dapat dijatuhi pada

pelanggar.®2

Objektivitas merupakan salah satu syarat sebuah hukuman yang dianya adalah
bagian dari hukum yang karenanya agar bisa dikatakan berkualitas. Namun Kini
adanya dugaan bahwa hukum dan atau hukuman yang diterapkan terhadap suatu
tindak kejahatan atau pidana tidak mampu menerapkan keobjektivitasan dalam
pemberian hukuman yang sesuai. Tidak dipungkiri adanya dugaan hukuman yang

diterapkan tidak terlepas dari subjektivitas hukum atau tidak objektif.

Dari segi teoritik suatu tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur

objektif. Unsur objektif berkaitan dengan suatu tindakan yang bertentangan

52 Sudarsono, Pengantar IImu Hukum, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2004, him 285. (dikutip
dalam Skripsi Fery Sandria, 2017, Objektifitas Hukuman Pelaku Perkosaan (Pendekatan Filsafat
Hukum dan Filsafat Hukum Islam, Studi Perbandingan KUHP dan Qanun No. 6 Tahun 2014),
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
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dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan
ancaman hukuman. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini
adalah tindakannya. Sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan tindakan
tindakan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat
unsur ini mengutamakan adanya pelaku baik seseorang maupun beberapa orang.
Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada
diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala yang terkandung di dalam

hati dan pikirannya.

Sidang pemeriksaan dipengadilan pada asasnya adalah terbuka untuk umum, yang
artinya bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan
dipersidangan. Tujuannya adalah untuk memberi perlindungan hak - hak asasi
manusia dalam bidang peradilan serta untuk menjamin objektivitas peradilan
dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair (Pasal 19 Ayat (1) dan
20 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Apabila tidak dibuka

untuk umum maka putusan tidak sah dan batal demi hukum.

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan - alasan putusan yang dijadikan
dasar untuk mengadili (Pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004 jo. Pasal 184 Ayat (1), 319
HIR, 618 RBg.). Alasan - alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai
pertanggungjawaban hakim daripada putusannya terhadap masyarakat, para pihak,
pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya
mempunyai nilai objektif. Karena adanya alasan - alasan itulah, maka putusan

yang mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:
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1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa);

2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti

yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.

3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya
di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan,

pemalsuan, dan lain-lain;

4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang

terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan

tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sementara unsur-unsurobjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum;

2. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam
kejahatan Jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai
pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahata

menurut Pasal 398 KUHP;

3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu Tindakan sebagai penyebab

dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
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2. Objektifitas Hukum dan Penerapannya

Dalam membahas persoalan objektivitas hukum dan hukumannya, ada tiga

prinsip yang diadopsi dalam undang-undang tersebut yaitu:

a. Kepastian hukum; yaitu adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum
harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. Kepastian pada
intinya merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri, oleh karena itu
juga suatu hukuman juga harus mempunyai kepastian hukum, dalam
arti harus tepat dalam membuat dan memutuskan atau hukuman yang
diberikan memiliki sisi baik untuk menjatuhkan hukuman terhadap

suatu tindakan pidana.

b. Persamaan di depan hukum; artinya tidak ada beda antara warga
Negara di depan hukum, baik pejabat maupun orang biasa, hukum
tidak memberatkan seseorang apabila ada dua orang yang sedang

dijatuhi hukuman atas perbuatan mereka.

c. Keseimbangan antara kejahatan dengan hukuman; apabila seseorang
melakukan suatu kejahatan atau suatu tindak pidana (jarimah), maka
harus sesuai antara besar kecilnya kejahatan yang ia lakukan dengan
hukuman yang ia dapatkan, jadi apabila ketiga prinsip ini benar-benar
sudah terlaksana baru mencapai suatu basis hukum positif (kehendak
yuridis atas suatu hukum), juga seperti prinsip yang ketiga ini yaitu
seimbangnya kejahatan dan hukumannya maka jika itu sudah tercapai
tentu sudah bisa dikatakan baik hukum maupun hukuman tersebut

sudah objektif.
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Karena hukum adalah yang menjamin adanya ketertiban dan keteraturan.
Oleh karena harus diakui bahwa kehendaklah yang hendak mengatur
hidup, ialah kehendak yuridis, yang memegang peranan penting dalam
hukum positif. Kehendak yuridis adalah basis dan syarat seluruh hukum
positif dan segala pengalaman hukum. Kehendak yuridis adalah suatu
kehendak yang mengatasi kehendak pribadi subjektif, kehendak yuridis

disebut oleh Stammler suatu kehendak objektif.

Selain itu kehendak yuridis juga terdapat kehendak moral. Kehendak
moral mengatur materi perbuatan-perbuatan manusia dalam hidup batin
manusia dengan tujuan untuk menghayati hidup bersama dengan orang-
orang lain sesuai dengan norma-norma batin. Kehendak moral dibedakan
dari kehendak yuridis, sebab kehendak moral menentukan kelakuan
manusia individu, tetapi tidak mempersatukan secara efektif manusia-
manusia dalam hidup ini. Sebaliknya kehendak yuridis mengatur dan
menentukan pengalaman-pengalaman kehidupan masyarakat dan mengikat

kehendak manusia-manusia secara lahir.

Sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus
diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta
keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan
memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/ Negara, korban dan

pelaku.

Atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-

unsur yang bersifat:
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1) Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung

tinggi harkat dan martabat seseorang;

2) Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang
sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan
la mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha

penanggulangan kejahatan;

3) Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil

baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Semua hukum yang berlaku di dunia selalu memiliki tiga aspek dalam penerapan
sanksinya, yaitu prepentif, represif dan rehabilitatif. Aspek prepentif dimaksudkan
untuk mencegah agar orang tidak melakukan dan mengulangi kejahatan dan orang
lain yang belum melakukan kejahatan agar tidak berbuat kejahatan. Aspek represif
merupakan penindakan terhadap pelaku kejahatan, menegakkan supremasi hukum
dan memberikan hukuman terhadap pelakunya sesuai dengan kejahatannya.
Sedangkan rehabilitatif merupakan upaya pembinaan agar kejahatan yang sama
tidak diulangi oleh penjahat bila ia masih hidup, atau membina orang yang belum
berbuat kejahatan agar mereka tidak melakukan kejahatan. Ketiga aspek ini
berlaku secara integral dalam setiap hukum, dimana setiap upaya prepentif selalu
diiringi dengan upaya represif jika kejahatan terjadi, dan dilanjutkan dengan

upaya rehabilitatif jika pelaku kejahatan masih hidup.>®

%3 Fery Sandrina, 2017 ibid. him.37



42

B. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengaturan dalam KUHP

Dalam KUHPidana, kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain diatur dalam
Buku Il Bab XIX, yakni mulai dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 340
KUHPidana. Memperhatikan ketentuan—ketentuan Pasal tersebut di atas menurut
sistimatika KUHPidana. maka kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang dapat
dibagi atau diperinci menjadi 3 (tiga) golongan berdasarkan pada obyeknya yang

merupakan kepentingan hukum yang dilanggar, yakni :

a. . Kejahatan yang ditujukan kepada nyawa orang pada umumnya ( Pasal 338,

Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345 KUHPidana).

b. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (
Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343 KUHPidana) Kejahatan terhadap nyawa bayi
yang masih ada dalam kandungan ibu (Janin) ( Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348,

dan Pasal 349 KUHPidana).

Bahwa : Selain perincian tersebut di atas, juga dikenal perincian mengenai
kejahatan terhadap nyawa dalam KUHPidana dapat dibedakan atau
dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu (1) dasar unsur kesalahannya dan (2) atas
dasar obyeknya. Atas dasar kesalahannya ada 2 kelompok kejahatan terhadap

nyawa, ialah:

a) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (dolus
misdrijven), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX

KUHPidana, Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.
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b) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja

(culpose misdrijven), dimuat dalam Bab XXI (khusus Pasal 359)

Sedangkan atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka

kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yakni:

a) Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam

Pasal : 338, 339, 340, 344, 345

b) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah

dilahirkan, dimuat dalam Pasal : 341, 342, dan 343.

c) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan

ibu (Janin), dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349.

Ditambahkan pula olen Adami Chazawi® bahwa Untuk mengetahui jenis
pembunuhan secara sistimatis, harus diperhatikan ilmu pengetahuan hukum
Pidana yang membagi delik pembunuhan atas beberapa macam sebagai berikut:

1) Pembunuhan Biasa ( Pasal 338 KUHPidana)

2) Pembunuhan Berkualifikasi ( Pasal 339 KUHPidana)

3) Pembunuhan berencana ( Pasal 340 KUHPidana)

4) Pembunuhan anak KUHPidana ( Pasal 341 KUHPidana)

5) Pembunuhan anak dengan berencana (Pasal 342 KUHPidana)

6) Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHPidana)

% Adamai Chazawi, 2010, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Rajwali Press, Jakarta,
him. 55
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7) Percobaan Bunuh diri ( Pasal 345 KUHPidana)

8) Pembunuhan menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHPidana)

2. Faktor Disabilitas Pelaku Tindak Pidana

Konteks regulasi, peraturan perundangan yang ada cenderung bersifat basa basi
atau setengah hati dalam melindungi penyandang disabilitas. Peraturan
perundangan terkait tidak diikuti oleh peraturan-peraturan turunan yang dapat
menjadi dasar implementasi. Banyak studi yang ada telah melihat relevansi aspek
criminal justice terkait respon atas disabilitas, studi-studi tersebut telah
memberikan beberapa konsensus penting mengapa Aspek-aspek Criminal Justice
harus memberikan perhatian kepada disabilitas. Beberapa argumen yang telah

menjadi konsensus tersebut tersebut yakni:

Pertama, Orang yang menyandang disabilitas, baik secara intelektual, kognitif
atau perkembangan, lebih sering terlibat kasus hukum, baik sebagai korban dan
tersangka/pelaku, daripada individu yang tidak menyandang disabilitas. Karena
Penyandang Disabilitas khususnya ragam penyandang disabilitas intelektual dan
mental yang terlibat baik sebagai korban maupun tersangka/pelaku lebih rentan
menjadi korban sistem peradilan pidana daripada individu yang tidak memiliki

disabilitas.

Beberapa peneliti®® telah menemukan bahwa orang dengan disabilitas memiliki

risiko 4-10 kali lebih tinggi menjadi korban kejahatan bila dibandingkan mereka

% Supriyadi Widodo Eddyono, Aspek - Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang
Disabilitas; Pemetaan Keterkaitan Disabilitas dalam:UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Jiwa, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, RUU Penyandang
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yang tidak memiliki masalah disabilitas. Ada beberapa ragam penyandang
disabilitas dalam kelompok ini yang mungkin merasa sangat rentan yang
mengalami kejahatan seperti kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan
penyandang disabilitas. Kelompok ini dapat merasa terpinggirkan karena jenis
kelamin, disabel, dan kurangnya layanan dan perlindungan. Selain itu, anak-anak
dengan jenis disabilitas memiliki kemungkinan 3-4 kali bahkan lebih untuk
diperlakukan dengan buruk dibandingkan dengan anakanak bukan disabel.
Kondisi ini diperparah ketika kita melihatindividu penyandang disabilitas yang

berada di lembaga pemasyarakatan.

Menurut Jones,>® pelaku dengan ketidakmampuan belajar atau yang mengalami
gangguan intelektual atau gangguan fungsi adaptif dengan lingkungannya,
memiliki gangguan kemampuan pula dalam mengatasi ketidakmampuan mereka
jika dihadapkan dengan sistem peradilan pidana. Mereka adalah kelompok rentan
yang memiliki kemungkinan besar menjadi target atau sasaran para tahanan di
lembaga pemasyarakatan dan memiliki ketidakmampuan untuk mengatasi hal
tersebut, belum lagi jika perilaku penyandang disabilitas yang berperilaku aneh
dipandang orang umum justru dimanfaatkan bahkan dialamatkan pada
penyandang disabilitas dengan alasan mereka telah melakukan perilaku yang

menyimpang.

Kedua, Faktor-faktor seperti gangguan kemampuan kognitif dan penilaian, cacat
fisik, perilaku adaptif tidak cukup, interaksi konstan dengan "pelindung” yang

mengeksploitasi mereka, kurangnya pengetahuan tentang bagaimana melindungi

Disabilitas, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Rancangan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana, Institute for Criminal Justice Reform, 2015, him. 8
% 1bid, him. 9
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diri mereka sendiri dan hidup dan bekerja di lingkungan berisiko tinggi

meningkatkan kerentanan terhadap korban.

Kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang dengan penyandang disabilitas
intelektual seringkali dicap hanya sebagai kekerasan dan penelantaran (bukan
penyerangan, pemerkosaan atau pembunuhan), yang understates masalah korban
kejahatan. Banyak korban dengan penyandang disabilitas intelektual mungkin
tidak melaporkan kejahatan karena ketergantungan mereka pada pelaku.
Barangkali relasi ini juga untuk mengamankan kebutuhan dasar penyandang
disabilitasuntuk bertahan hidup. Ketika korban tidak melaporkan kejahatan, polisi
dan pejabat pengadilan tidak dapat mengambil tuduhan bahwa orang tersebut
serius atau enggan untuk terlibat. Selain itu, orang dengan penyandang disabilitas
intelektual seringkali tidak memiliki akses ke dalam support system yang mereka

butuhkan untuk menuntut hak dan melaporkan pelaku kejahatan.

Ketiga, terkait disabilitas yang menjadi pelaku kejahatan, terdapat sejumlah faktor
sosial dan faktor ekonomi yang menyebabkan orang dengan penyandang
disabilitas intelektual untuk memiliki risiko yang lebih tinggi dari keterlibatan
dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dapat menjadi masalah seperti kurangnya
kontaksosial yang positif, akses untuk mendapatkan pelayanan yang memadai,
selama sebelum, saat dan setelah penahanan; permasalahan uang/biaya, dan lain

sebagainya



IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diringkas dari pembahasan permasalahan yang diteliti

dalam tesisi ini antara lain:

1. Mekanisme objektifitas penyidik dalam penanganan tindak pidana;

Unsur objektif berkaitan dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum
dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman.
Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

Oleh karena itu dalam penanganan perkara ini mekanismenya memperhatikan:

Memastikan bahwa penyandang disabilitas diakui sebagai pribadi yang utuh dan
memiliki hak atas pengakuan di hadapan hukum dan memiliki kapasitas legal;
Melakukan langkah-langkah untuk menyediakan akses yang dibutuhkan oleh
penyandang disabilitas dalam peradilan; Mengambil langkah yang efektif untuk
menjamin kesetaran hak penyandang disabilitas untuk memiliki dan mewarisi
harta kepemilikan, melakukan perbuatan hukum perdata, dan menjamin harta

tersebut tidak dirampas dengan sewenang-wenang

2. Penanganan tindak pidana pembunuhan oleh pelaku disabilitas oleh penyidik

Penanganan sebagaimana yang diupayakan selama perkara berlangsung dan

diputus dengan Putusan Pengadilan Nomor Nomor 317/Pid.B/2020/PN.Gns
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memperhatikan hal mendasar berinteraksi dengan penyandang disabilitas sebagai

berikut:

1. Sapa dan bicara secara langsung dengan kontak mata, hindari berbicara

satu arah melalui orang lain baik melalui penerjemah atau pendamping;

2. Fokus pada penyandang disabilitas yang diajak bicara bukan pada

kondisinya;

3. Bicara dengan jelas, mudah dipahami, tetap santun;

4. Bahasa tubuh ramah;

5. Jangan melihat penyandang disabilitas sebagai orang yang aneh;

6. Kenalilah kebutuhan spesifik penyandang disabilitas misalnya disabilitas

fisik membutuhkan kursi roda;

7. Jika merasa penyandang disabilitas yang datang membutuhkan bantuan,
jangan ragu untuk menanyakan apakah ia butuh bantuan. Jika
penyandang disabilitas menyatakan butuh bantuan maka tanyakan

bagaimana cara penyandang disabilitas ingin dibantu;

8. Kaursi roda, tongkat, alat bantu dengar, tangan palsu, kaki palsu dan alat
bantu lainnya merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan, jangan

memindahkan tanpa persetujuan;

9. Tidak memberikan pertanyaan yang berulang-ulang
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B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dari isu hukum yang diangkat dalam penelitian

ini

saran yang dapat diakomodir untuk meminimalisir kendala-kendala

permasalahan yang sejenis kedepannya antara lain:

1)

2)

3)

4)

Memenuhi sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, seperti belum
adanya ruang khusus pemeriksaan bagi penyandang disabilitas serta media

atau alat bantu lainnya,

Meningkatkan koordinasi/belum adanya kerjasama antara satuan kerja Polri di
daerah dengan Pemda, OPD, jejaring/organisasi disabilitas guna melakukan
pendampingan ataupun kerjasama terkait pemenuhan hak-hak penyandang

disabilitas pada saat berhadapan dengan hukum.

Mengupayakan/mengalokasikan anggaran yang dialokasikan khusus terkait

pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Polri.

Kajian ini bertujuan untuk mendorong pemenuhan akomodasi yang layak bagi
penyandang disabilitas dalam proses penyidikan serta mendorong agar Polri
dapat membuat dan mengembangkan standar pelayanan pemeriksaan terhadap
penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Huruf f Undang-
Undang 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk

Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
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